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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukumdalampemberhentian
perangkat desa dengan mengedepankan asas-asas umum pemerintahan yang baik, merujukpada
perkara Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY. Fokus utama dari penelitian ini adalah, bagaimana
penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam putusan tersebut, danbagaimana bentuk
kewenangan kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan dalam proses pemberhentian
perangkat desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang mengkaji
dan menganalisis norma-norma hukum yang berlaku serta putusan pengadilanterkait. penelitian
menunjukkan bahwa penerapan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang berpengaruh
terhadapkepastian hukumdalampemberhentian perangkat desa dengan mempertimbangkan prinsip
yang tidak melanggar dan merugikan hukum. Hasil penelitian ini yaitu kepala desa dalam
melakukan pemberhentian perangkat desa wajib melakukankonsultasi beruparekomendasi camat
dalam  penerbitan  surat  keputusan.  Putusan  pengadilan tata usaha negara
mempunyaikekuataneksekutorialsehingga semua pihakwajib melaksanakan secara sukarela maupun
adanya daya paksa. Akibat hukumterhadapkepala desa melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan khususnya melanggar ketentuan Pasal 13 ayat (2) , ayat (5),dan ayat (6) Peraturan Bupati
Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 dan ndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Penelitian diharapkan dapat memberikankontribusiterhadappemahaman mengenai tata kelola
pemerintahan desa yang baik serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya kepastian hukum
dalam administrasi publik.

Kata Kunci: Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Perangkat Desa, Putusan.

Abstract: This research aims to analyse the legal certainty in the dismissal of village officials
by prioritising the general principles of good governance, referring to Decision Number
151/G/2022/PTUN.SBY. The main focus of this research is how the application of general
principles of good governance in the decision, and how the authority of the village head as a
government organiser in the process of dismissing village officials. This research uses
normative legal research methods, which examine and analyse applicable legal norms and related
court decisions. The research shows that the application of general principles of good governance,
which affect legal certainty in the dismissal of village officials by considering principles that do not
violate and harm the law. The results of this study are that the village head in dismissing village
officials is obliged to consult in the form of a recommendation from the sub-district head in the
issuance of a decision letter. State administrative court decisions have executorial power so that
all parties are obliged to implement voluntarily or by force. The legal consequences of the village
head violating the provisions of laws and regulations, especially violating the provisions of Article
13 paragraph (2), paragraph (5), and paragraph (6) ofProbolinggo Regent Regulation Number 13
0f2018 and Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The research is expected to contribute to
the understanding of good village governance and increase awareness of the importance of legal
certainty in public administration.

Keywords: General Principles Of Good Governance, Village Apparatus, Decision.
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PENDAHULUAN

Pemaknaan negara hukum di Indonesia tidakhanya dilihat dari aspek formal, di mana
negara berperan sebagai penjaga keamanan dan ketertiban umum, tetapi juga dari sisi
material. Dalam hal ini, negara aktif mengelola kepentingan rakyat, termasuk untuk
mencapaikesejahteraan bagiseluruhmasyarakat. Konsep negara hukum dantujuan negara
Indonesia terdapat pada Alinea ke 4 Pembukaan UUD 1945, yaitu “melindungi seluruh
bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,
serta Dberpartisipasi dalam menciptakan ketertiban dunia yang didasarkan pada
kemerdekaan, perdamaian abadi, dankeadilan sosial.”1 Kepastian hukum sebagai prinsip
fundamental dalam negara hukumbertujuan untuk memberikan kejelasan, keteraturan, dan
perlindungan warga negara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam
pemerintahan. Penggunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan diatur dalam Pasal 8
ayat (2) dan (3)2 menegaskan bahwa setiap tindakan pejabat harus didasarkan pada
peraturan perundang-undangan serta (AUPB). Administrasi disinimemilikipengaruh yang
signifikan dalam pelaksanaan pemerintahan desa. Oleh karenanya perlu memastikan
bahwa semua proses administrasidijalankandengantertib.3

Pemerintah dalam menyelenggarakan kehidupan dimasyarakatharus sesuai dengan
peraturan yang berlaku, apabila menyalahgunakan kewenangannya maka melanggar
hak-hak masyarakat yang dilindungi oleh hukum. Dimana kedudukan pemerintah yang
memiliki kekuasaan, namun tidak dipungkiri terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara
berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
yang mempunyai peran dalamsistemperadilandi Indonesia, khususnya sebagailembaga yang
menangani sengketa administratif antara masyarakat dan pemerintah, sebagai pengawas
terhadaptindakan pemerintah, memastikan bahwa semua keputusandilakukan sesuai
ketentuan hukum. Hal ini tidak hanya menjaga keadilanbagimasyarakat, tetapi memperkuat
kepercayaan publik.

Penyelenggaraan pemerintahan negara, termasuk di tingkat daerah, diaturdalam UUD
1945 serta UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 2 ayat (2) secara
garis besar menyatakan bahwa daerah kabupaten/kota dibagi menjadidaerahkecamatan,
sementara kecamatan sendiridibagimenjadikelurahandan/ataudesa. Kewenangandalam
pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ini adalah Kepala Desa itu sendiri,
tentunya pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa ini tidak boleh lepas dari
pedoman/panduan hukum karena negara kita adalah negara hukum. Seperti yang kita
ketahui bahwasanyahukum yang mengatur tentang desadalam Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 dan Undang-Undang inilah yang menjadi acuan dalam pengangkatan dan
pemberhentian Perangkat Desa. Sementara itu salah satu masalah yang terjadi adalah
pemberhentian perangkat desa, melalui Surat Keputusan Kepala Desa Paiton No.
090/10/426.412.15/V1/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa. Selanjutnya
mengajukan gugatan di PTUN dengan Perkara Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY. Desa
Piton, Kecamatan Piton, Kabupaten Probolinggo. Dalam haltersebut Peneliti bermaksud
untuk menelitiapakah pengangkatandan pemberhentian perangkat desa oleh Kepala Desa
sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan

Undang-Undang serta (AAUPB). Kepala Desa harus mengikutimekanismedan
peraturan yang telah ditentukan. Jika terjadi kecurangan, maka terdapat cacat
dalampelaksanaan proses pengangkatandan pemberhentian perangkat desa, yang berakibat
padapelanggaran peraturan yang telah ada. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti
tertarik  untuk memahami dan membuktikan permasalahan yang muncul, sehingga
penelitimengangkat judul: “Kepastian Hukum Dalam Pemberhentian Perangkat
Desa dengan Penggunaan Asas- Asas Umum Pemerintahan yang Baik pada putusan
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Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.”

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian
hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang
berfokus pada studi terhadap norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan.
Pendekatan ini biasanyadilakukandengan menganalisis sumber hukum yang ada, seperti
undang-undang, peraturan pemerintah, doktrinhukum, dan putusan pengadilan untuk
memahami dan mengevaluasi penerapan hukum dalam kasus tertentu. Dalam artikel
ini, penulis menggunakan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Bahan
hukum yang digunakan dalam artikel ini berupa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah, serta Peraturan Bupati
Probolinggo, dan bagaimana peraturan-peraturan tersebut diterapkan dalam putusan kasus
ini. Selain itu, terdapat analisis terhadap pelanggaran asas-asas umum pemerintahan yang
baik (AUPB) berdasarkan faktahukum yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam putusan Nomor
151/G/2022/PTUN.SBY

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Asas Umum Pemerintahan yang Baik
menjadidasardan acuan, haltersebutsudahdiaturdalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyebutkan bahwa prinsip dari
pelaksanaan pemerintahan ialah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).
Adanya asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam peraturan perundang-
undangan, maka AAUPB telah menjadi norma hukum positif yang dapat dijadikan dasar
alasan gugatan diajukan, dan dapat juga dijadikan sebagai dasar yuridisuntuk
mengujikeputusan pejabat tata usaha negara oleh Hakim5

AAUPB sendiri memiliki fungsi sebagai penuntun atau pedoman bagi para pejabat
administrasi negara untuk pemerintahan yang baik serta untuk mencegah terjadinya
perselisihankepentingan antara badan atau pejabat tata usaha negara dalam mengeluarkan
suatu keputusan/penetapan. AAUPB menjadi rambu-rambu yang diperlukanuntuk para
penyelenggara negara agar tindakan yang merekalakukantetap sesuaidengantinjauanhukum
dan peraturan yang sesungguhnya, aparatur pemerintah pusatdandaerah juga harusmentaati
AAUPB agar tujuan negara tercapai.

Ruang lingkup AAUPB diuraikandalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas-asas umum pemerintahan yang baik yang
dimaksudmeliputi asas:
Kepastian hukum.
Kemanfaatan.
Ketidakberpihakan.
Kecermatan.
Tidakmenyalahgunakan kewenangan.
Keterbukaan.
Kepentingan umum.
Pelayanan yang baik.

Berdasarkan studi kasus putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY., dapat dilihat
bahwa prinsip-prinsip AAUPB mejadi landasan untuk menguji keabsahan keputusan yang
dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara. Dalam putusan ini, penggugat, yaitu Hosmiati,
mengajukan gugatan terhadap Kepala Desa Paiton mengenaipemberhentiannya sebagai

NG~ WNE
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perangkat desa dengan dasar bahwakeputusan tersebuttelanmelanggar beberapa asas dalam
AAUPB.

Dalam kasus ini, Kepala Desa Paiton telahmelanggar beberapa asas penting AAUPB
seperti asas kepastian hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan, dan kecermatan. Asas
kepastian hukum yang dilanggaroleh Kepala Desa Paiton didasari oleh tidak sesuainya
prosedurkeputusanpemberhentian Hosmiati dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, surat keputusan Kepala Desa Paiton tidak melalui prosedur yang sudah
diamanatkan dalam “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa jo, Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan
Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian Perangkat Desa Kabupaten Probolinggo” dimana Keputusan Kepala Desa
Paiton No. 090/10/426.412.15/V1/2022, tentang Pemberhentian Perangkat Desa Paiton, atas
nama Hosmiati tanggal 07 Juli 2022, tidakadarekomendasidari Camat secara tertulis
ataupun dikonsultasikan ke Camat Paiton seperti yang diamanatkan oleh Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2014 jo. Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2010 jo.
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018. Kepala Desa Paiton tidak dapat
membuktikan di  persidangan adanya konsultasi  berupa rekomendasidari camat
terhadappemberhentian perangkat desa atas nama Hosmiati, sehingga Kepala Desa
sebelummenerbitkan surat keputusanpemberhentian perangkat desa atas nama Hosmiati
belum memenuhi dan/atau tidak melaksanakan prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 13
ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018, sehingga surat
keputusan tersebut dikatakan cacat prosedur.

Selanjutnya, Kepala Desa Paiton sebagai tergugat melanggar asas tidak
menyalahgunakan kewenangan. Hal tersebut dibuktikan dengan Kepala Desa Paiton tidak
pernah mau untuk membicarakan masalah tersebut dengan kepaladingin, ketika bertemu
pun, Kepala Desa Paiton mengucapkankatakasarkepada Hosmiati, tanpa memberi
kesempatan untuk Hosmiati menyampaikan Klarifikasi atas masalah tersebut. Selain
itu, keputusan pemberhentian Hosmiati tidak dibicarakan dulu dengan Badan
Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Paiton untuk mendapatkan masukan atau pendapat dari
BPD. Kepala Desa paiton (tergugat) jelastelah bertindak tidak cermat dalam menerbitkan
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, yaitu
dalam Surat Keputusan Kepala Desa Paiton No.090/10/426.412.15/V1/2022, tanggal
07 Juli 2022 berisi SK yang dicabut. SK yang dicabut dalam Surat Keputusan Kepala Desa
Paiton No. 090/10/426.412.15/VV1/2022 tersebut merupakan SK pengangkatan pertama kali
yaitu keputusan Kepala Desa Nomor: 01/2010 tertanggal 22/06/2010 tentang Pengangkatan
Perangkat Desa saudari Hosmiati denganjabatan Kaur Umum  bernomor:
12/426.412.15/111/2018, tertanggal 07 Maret 2018. Bahwapada isikeputusankedua yang
dibuat oleh Kepala Desa Paiton (tergugat) dalam Surat Keputusan Pemberhentian adalah
Surat Keputusan Pengangkata N0.141/01/622.15/2010, seharusnya Surat Keputusan yang
benar adalah yang pertamayaitu No. 01 Tahun 2010.

Namun, dalam kasus ini, Hosmiati sebagai Penggugat juga dapat dikatakan melanggar
AUPB. Dalam konteks hukum administrasi, mengenai substansi pengaduan tersebut
perlu dilihat lebih dalam. Apakah memang secara nyata menunjukkan adanya kelalaian
atau ketidakmampuan (Penggugat) Hosmiati selama menjalankan tugasnya, atau
apakahpengaduan tersebut didukung dengan bukti-bukti konkret yang menunjukkan
pelanggaran terhadap AUPB. Terdapat bukti yaitu pengaduan dari masyarakat atas
ketidakpuasan pelayanan yang dilakukan oleh Penggugat (Hosmiati) selama menjabat
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sebagai Kaur Umum Desa Paiton. Hal tersebut menjadikan Penggugat (Hosmiati)
melanggar AUPB yaitu asas pelayanan yang baik.

Bentuk Kewenangan Kepala Desa Selaku Penyelenggara Pemerintahan Dalam
Pemberhentian Perangkat Desa Pada Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.

Sebagai negara hukum, Indonesia mengharuskan pejabat pemerintahan dilaksanakan
sesuaiketentuanhukum yang berlaku. Hukum, sebagai instrumensosial, berfungsi dan
berperan secara optimal dalam kehidupan masyarakat.6  Tindakan hukum yang dilakukan
olen pejabatpemerintah dalam hukum publikmemilikipotensi untuk merugikan
masyarakat. UU No. 30 Tahun 2014 menetapkan bahwa penyelenggaraan
administrasi pemerintahan harus mengikuti beberapa prinsip, legalitas, perlindungan
hak asasi manusia, dan (AUPB). Selain itu, tindakan tersebut harus didasarkan pada
peraturan perundang-undangan mencakup ketentuan yang memberikan kewenangan
kepadapejabatpemerintahan, serta ketentuan sebagai acuan dalam mengambilkeputusan
atau tindakan. Dengan demikian, setiapkeputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat
dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, di tingkat internal dalam struktur
pemerintahan maupun eksternal kepada publik dan lembaga pengawasan yang
berwenang. Kewenangan Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa
mencakup tindakan hukum yang diambil dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan ini
berkaitandengan kekuasaan untuk membuat keputusan administratif, termasuk memberikan
perintah dan mendelegasikan tanggung jawab pihak lain, misalnya pengangkatan atau
pemberhentian perangkat desa. Kewenangan administrasi publik untuk melakukan
perbuatanhukumnya diatur dalam Undang- undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan, dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang a quo “hak yang
dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya
untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.
Kemudian dalam Pasal 1 angka 6 Undang-undang a quo “Kewenangan Pemerintahan yang
selanjutnya disebut Kewenangan adalah kekuasaan Badan dan/atau Pejabat
Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyauntuk bertindak dalamranah hukum
publik” Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan desa,
dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa Undang-undang Nomor 6 Tahun
2014 Tentang Desa, dan peraturan pelaksananya.7

Dalam menjalankan tugas pemerintahan, Kepala Desa diberi kewenangan dalam
proses pengangkatandan pemberhentian perangkat desa, dilaksanakandalam “Undang-
Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan
PP No. 47 Tahun 2015, dan juga Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatandan
Pemberhentian Perangkat Desa.”

Dalam pemberhentian perangkat desa, kepala desa harus didasarkan pada tertulis
mengenaipemberhentian tersebut. Rekomendasi camat ini menjadi acuan bagi
kepaladesadalam membuat keputusanterkait pemberhentian perangkat desa. Dengan
demikian, kepaladesadiwajibkanuntuk berkonsultasidan mendapatkan rekomendasi camat
sebagai syarat guna penerbitan keputusan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa.
Tanpa adanyarekomendasidari camat, kepaladesatidak berwenang melakukan
pengangkatan atau pemberhentian perangkat desa. Jika melanggar dapat menyebabkan
gugatan di PTUN. Pengadilan ini tidak hanya bertugas sebagai pengawas terhadap tindakan
pemerintah, namun memberikan perlindungan hukum kepadamasyarakat, dan
pejabatpemerintah daritindakan administratifyang mereka lakukan dalam menjalankan
tugas pemerintahan, dengan persyaratan dan mekanisme berdasarkan peraturan.8 Langkah-
langkahini harusdiikuti agar pemberhentian aparat desa dapat dianggap sah dan sesuai
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dengan hukum. Selain itu, perlu memastikan bahwa hak-hak asasi dari aparat desa yang

bersangkutan jugadihormati selama proses pemberhentian.

Berkenaan dengan hal tersebut sebagaimana Putusan Nomor 151/G/2022/PTUN.SBY.
Pemerintah Desa Paiton, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, yang menjadi obyek
sengketa adalah Kepala Desa Paiton No. 090/10/426.412.15/V1/2022, memberhentikan
perangkat desa atas nama Hosmiati, pada tanggal 07 Juli 2022. Bahwa berdasarkan Pasal 1
angka 99 “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha
negara yang berisi tindakanhukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang membawa akibathukum bagi
seseorang atau badanhukum perdata”. Maka surat Keputusan Kepala Desa Paiton,
Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur No. 090/10/426.412.15/V1/2022,
tentang Pemberhentian Perangkat Desa Paiton, atas nama Hosmiati, tanggal 07 Juli 2022
merupakan keputusan tertulis yang memuat penetapan tertulis (beschikking) dan berlaku
sejak dikeluarkan pejabat yang berwenang (einmalig). Namun pada Surat Keputusan yang
diterima tentang Pemberhentian Perangkat Desa Paiton telah melanggar Substansi dan
Prosedur. Mengenai substansi yang dilanggar yaitu tidak adanya penyebutan kesalahan atau
pelanggaran dalam konsideran Surat keputusan tersebut seperti yang diatur jelas dalam BAB
IV Pasal 13 ayat (3)10. Serta tidak melalui prosedur atau mekanisme seperti yang
diamanatkan oleh “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa jo. Perda Kabupaten Probolinggo Nomor 04 Tahun 2010
tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa jo. Peraturan Bupati
Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian
Perangkat Desa  Kabupaten = Probolingo.” Keputusan Kepala Desa  Paiton
No. 090/10/426.412.15/V1/2022, atas nama Hosmiati tidakada Rekomendasi dari Camat
secara tertulis ataupun dikonsultasikan Ke Camat Paiton. Perda Kabupaten
Probolinggo Nomor 04 Tahun 2010 Jo. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun
2018. Surat Keputusan inimelanggar Pasal 13 ayat (5) dan (6), yang berbunyi:

(5) “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c,
wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat untuk mendapatkan rekomendasi.

(6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan
pada Persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.” Kemudian melanggar Pasal 53 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi “Pemberhentian Perangkat
Desa sebagaimanadimaksudpada ayat (1) ditetapkanoleh Kepala Desa setelah
dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota” Jo. Pasal 69 huruf (a), (b), (c)
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 yang berbunyi:

a. “Kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain
mengenaipemberhentian perangkat Desa;

b. Camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat
mengenai  pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikandengan
KepalaDesa; dan

c. rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh Kepala Desa
dalampemberhentian perangkat Desa dengan keputusan Kepala Desa”.

Jo. Pasal 19 ayat (6) dan (7) Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 04
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang
berbunyi:

6). “Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimanadimaksudpada ayat (2) dan (3)
ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa, setelah mendapatkan rekomendasi Kepala
Daerah.
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(7). Rekomendasi Kepala Daerah sebagaimanadimaksudpada ayat (6) setelah
mempertimbangkan laporan dari Camat dan atau satuan kerja perangkat daerah”. Selain itu
Surat Keputusan yang dibuat bertentangandengan peraturan perundangan yang berlaku,
jugabertentangandengan (AAUPB).

Pengujian penerbitan objek sengketa dari prosedur fomal yang berkaitan dengan
tahapan-tahapan yang dilakukan oleh Kepala Desa in casu Kepala Desa Paiton dalam
menerbitkan objek sengketa dan dari segi substansi materiil, berdasarkan Pasal 13
yat (5), dan ayat (6)11 bahwasebelummengeluarkan Keputusan pemberhentian Perangkat
Desa, Kepala Desa Paiton wajib melakukan konsultasi kepada Camat Paiton untuk
mendapatkan rekomendasi dari Camat Paiton terhadap pemberhentian Perangkat Desa, dan
rekomendasi Camat Paiton harus dalambentuk tertulis berdasarkan persyaratan
pemberhentian Perangkat Desa, namun Kepala Desa Paiton in casu Tergugat tidak dapat
membuktikan di persidangan adanyakonsultasi Tergugat selaku Kepala Desa Paiton
kepada Camat Paiton sehingga tidak adanya bukti Tergugat berupa Rekomendasi dari
Camat terhadap Pemberhentian Perangkat Desa atas nama Hosmiati, Sehingga Objek
sengketa yang diterbitkan belum memenuhi dan atau tidak melaksanakan prosedur,
artinya terdapat cacat prosedur karena tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Desa
Paiton dalamkonsideran

Memperhatikan berdasarkan pada Permohonan Rekomendasi Pemberhentian
Perangkat Desa kepada Plt Camat Paiton No. 474/93/426.412/15/V1/2022 tanggal 24 Juni
2022  seharusnya  berdasarkan = Rekomendasi  dari  PIt Camat  untuk
memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Desa Paiton sehinggaterdapat cacat
substansi dalam penerbitan objek sengketa, melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangankhususnya melanggarketentuan Pasal 13 ayat (2) , ayat (5), dan ayat
(6) Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 13 Tahun 2018 sehinggaterdapat cacat yuridis baik
dari aspek prosedur/formil maupun substansi/meteriil.

KESIMPULAN

Kesimpulan daripenelitian ini menunjukkan bahwapemberhentian perangkat desa atas
nama Hosmiati yang dilakukan oleh Kepala Desa paiton terbuktimelanggar beberapa
AAUPB, Kkhususnya asas kepastian hukum, tidak menyalahgunakan kewenangan,
dankecermatan. Kepala Desa Paiton tidak menjalankan prosedur yang seharusnya,
sepertikonsultasi dengan Camat dan mendapatkan rekomendasitertulis sebelum
mengeluarkan keputusan pemberhentian. Hal tersebut menyebabkan keputusan yang
diambil menjadi cacat prosedur dantidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Selain itu, tindakan Kepala Desa Paiton dalam proses
pemberhentian perangkat desa atas nama Hosmiati juga tidak mencerminkan prinsip-
prinsip dasar yang seharusnya dijunjung tinggi dalam administrasi pemerintahan.
Ada beberapa saran yang penulis berikan, seperti pneningkatan pemahaman tentang
regulasi dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) dan penguatan mekanisme
pengawasan administrasi pemerintahan desa.
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